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a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 1Tabuo 20L8 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Pa.rt.a.i Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2018 tcntang Tala Cara Pengbitungao.

Penganggaran daJam Anggaran Pendapatao dan Belanja

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran, dan

Laporan PertanggungjawabanPenggunaanBantusn Keuangan

Partai Politik, maka untuk menyeeuaikan materi muatan

mengenru pemberian bantuan keuangan kepada Partai Polilik

di Kabupaten Urobogan dengan peraturan perundang

undangan tersebut di atas, dipandang perlu mengganti

Peraturan Bupati Grobogan Nomer 19 Tahun 2010 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik eebagaimana telah

diubah bebcrapa kaIi tcrakhir dengan Peraruran Bupati

Grobogan Nomor 11 'rabun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati GroboganNOlllor 19Tahuo 2010 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Parmi Politik;
b. bahwa berriasarkan pertimbangan seba.gaimana dimaksud

dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraruran Bupati

tentaog Baotuao Keuangan Kepada Partai Politik;

BUPATI GROBOGAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BANTUAN KEUANGANKEPADA PARTAl POUTlK

TENTANG

PERATURAN SUPATI GROBOGAN
NOMOR47 TAHUN2018

SUPATI GROBOGAN

PROVlNSlJAWATENGAH

Menimbans
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linglrungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun :.1003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4355);

4. Uodang-Undaug Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan

PengeJolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2008 lentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

TahlID2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NOlDor2

1'ahun 2008 tentang ParlW Politik (Lembaran Negara l<epubllk

Indonesia Tabun 201] Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

RepubLikIndonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Penmdang-und~san (Lembaran Ncgara Republik

Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomoc 23 Tabun 2014

tentang Pemerintahan DatTah (T.embaran Negara ~blik

Indonceia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neg<u~

Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat



kewenangan daerah otonom.
4. Dupati adalah BupaLiGrobogan

premerintabanUnlAAD

yang memimpin

yang menjadi
pemerintaban daerahpenyelenggara

pela.ksanaan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalab Kabupaten Grobogan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
PerwakiJan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya daJam

aistem dan prinsip Negara Kesaruan l<epublik Indonesia
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah BUpati sebagai unsur

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BABI

PERATURAN BUPATI TEN1'ANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAIPOIJnK.

MEMUTIISKAN :

8. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tabun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneaia Nomor4578);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah

beberapa kaJi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 tentang Pcrubahan Kedua Alas Peraruran
Pemerintah Nomor 5 Tabun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai PollOk (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Menetapkan
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10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya

disingkai OPDatau sebutan lainnya adalah pengurus partai
politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil

keputusan Musyawarah [)Rerah atau sebutan lain.nya yang

ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pu_l Panai Politik.

11. Dewan Pimpinan cabang Partai Politik yang selanjutnya

disingkat ope atau sebutan lainnya adalah pengurus partai

'politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan herdasarkan

hasil keputusan Musyavvarsh Cabang atau sebutan Jainnya

yang ditetapkan olch Dewan Pimplnan Pusat Partai Polruk,

:

5. Partai PoLitik adalab organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia. secara

sukarela atas OOGQT keeamaan kchcndak dan etta-etta untuk

wcmperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesaruan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1'aJlun 1945.

6. Dewar, Perwakilan Rakyat Oaerab yang selanjutnya

disingkat OPROadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Dacrah

yang berkedudukan scbagai WISur penyelenggara

PcmeriuLahan Daerah.

7. Bantuan keuangan adaJah banruan keuangan yang
bersumber dan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah
yang diberikan secars proporsional kepada partai poliuk

yang mendapatkan kursi eli DPRD yang penghitungannya

berdasarkan jumJah peroleban suara.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adaJah renr.ana keuangan tahunan daerah

yang ditetapkan dengan peraruran Daerah.

9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya
disingkat Opp adalah pengurus partai politik di tingkat
Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusao

Munas/Konggres/Mukt.Amar atau sebutan lainnya yang

telah terdaftar di Kementerittn Hukum dan HAM.
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Pasa.l6

(1) BeAAM\n nilai bantuo.n kcuangan eebagairnana dimaksud

daJam Posal 5 dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubemur
Jawa Tengab berdasarkan pendelegasikan kewenangan dati
Menteri Dalam Negeri.

(2) Permobonan persetujuan kenaikan Besaran nilai bantu a"
keuangan kepada partai politik dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undnngan

:

PasalS
Besaran nilai baotuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimakaud dalam ['Mal

2 ayat (3) sebesar Rp1 500,00 (seribu lima ratus rupiah) per
suara sah.

Pasal4
(1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 penghituogannya berdasarkan pada jwnJah

perolehan suam sah haeil Pemilu DPRD.
(2) Jumlah perolehan suara basal Pemilu DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada basil pengbitungan
suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oJeh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Pasal3
Bantuan keuangan sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) bersumber dari APBD.

BABIl

PENGRITUNGAN BANTUAN KEUANG,t.N

Pasal2
(11 Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik

di Daerah Y.8J:lg mendapatkan lrursi di DPRD.

(2) Bantuan keuaogan kepada partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayai (1) diberikan secara proporsional yang

penghitungannya berdasarkan jumlah peroleban euara,
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setinp tahun.
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Susunan Kepengurusan OPC partai politik tingkat

Daern.b stau sebcrtan lainnya yang dJ1egalisir oleh Retua
UmUJu dan 5ekretaris Jendral OPP partai politik atau
sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga masing
masing Pattai Politik;

b. Ioto copy surat keterangan Nomor PokokWajib Pajak;

c. sw-at keterangan autenti6ka"j hasil penctapan perolehao
leurs; dan sutUU pnrtai politik hasil pcmilihan umum

OPRD yang dilegalistr oleh Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Grobogan;

d, nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan
dengan pemyataan pembukaan rekening dari bank yang

bersangkutan;
e. rencana penggunaan dana bantuan keUlUlgrut partai

politik dipriorito.sk.a.nuntuk pcndidikan politik;

kelengknpanmelampirkan sebanyak 2 (dual rangkap
admmistrasi berupa:

a. sural keputusan OPP partai po1itik yang menctapkan

BABIV

PENGAJUAN al\NTllJ\N KEUANGAN

Paso.! 8

(1) Pengurus Partai PoliLik di Daerah mengajukan sural
permohunan banruan keuangan partai politik kepada Bupati
dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan serta Kepala

Perangkat Daerab yang membidangi kesatuan bangsa dan
politik.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatengani oleh Kerua dan Sekretaris atau sebutan lain.
(3) Surat permohonan sebagaimana djmaksud pada ayat (2)

menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta

SABm

PENGANGGARAN DAlAM APBD

Pasal 7
Bantuan keuangan sebagaimana dimakeud dalarn Pasal 3

dianggarkan setiap tahun dalam jews belanja bantuan keuangan

dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai poltik.
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BABV

VERlFlXASI KELENGKAPANADMINlSfRASI
Pasal I)

(1) Verifikasi kelenglcapan administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Veri:fikasi Kclengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangao
Pa.rt.a1 Pol.ilik.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dik:etuai

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Dalam hal partai politik tidak mcngajukan permohonan bantuan
keuangan sebagaimana dim.ak:suddalarn Pasal 8 pada tahun

anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dati
APED tidak dapat diberikan.

PasallO

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat
[1UAAt, eli lingkat daerah provinsi atau di tingkat Daerah,

pengajuan pcnnohonan bantuan keuangan J.lW'lW politik

dilakukan oleh susunan kepengurusan partai pollOk ditingkat

Daerah yang disahkan oleb Dewan Pimpinan Pusat partai politik
yang sab dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia unruk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasa1 9

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan

keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan; dan

g. surat pemyatan Kctua partai politik yang menyatakan

bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam

penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang
undangan apabila memberikan keterangan yang tidak

renal" yang ditandatanggani Ketua, Sekn:taris, dan
Bendahara atau sebutan Jainnya di atas meterai dengan
menggunakan kop surat pan.ai politik.
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Pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Bupati

menyalurkan bantuan keuangan ke rckening kas umum partai

politi!< di Daerah dengan melampirkan berita acara hasiI

verifikasi kclcngkapan admmietrasl.

BABVT
PENYA1URA1'1BANTUAN KEUANGAN

Pasal14

Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi

keJengkapan administrasi permohonan banruan keuangan partai
politik di Daerah kepada Btrpati dengan melampirkau

kelcogkapan persyaratan adminisrrasi permohonan bantuan

keuangan partai politik.

Po.sal 13

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan

keuangan partai politik eli Daerah dibuat dalam berita acara basil

verifikasi kelengkapan administrasi,

Pasal12

(3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal

(I) terdiri dari unsur :
3. Perangkat Daerab yang mcmbidangi Kesatuan Bangsa

dan PoIitik;

b. Badan Pendapa tan , Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

c. lnepektorat Kabupaten Grobogan;

d. Komisi Penulihan Umum Kabupaten Grobogan; dan
c. Bagian yang membidangi Hukum pada Sekretariat

Daerah.
(4) Pembentukan tim verifikD.siscbagaimana dimakaud pada

ayal (11ditetapkan dengan J<eputusan Bupati.

(5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) dibebankan padaAPED.
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Pooo.l18

(1) Kegiatan pcndidikan polilik scbagaimana dlrnaksud dalam

Pasal 17 bertujuan unlllk:

a. seminar;
b. lokakalya;

c. dialog intcraktif;

d. sarasehan;
e. workshop;dan
r. kegiatan pertemuan part.ai politik lainnya sesuai. dengan

tugas dan fungsi partai. politik,

BABVll

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal17

(11 Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan
uotuk melaksanakan pendidikan politik bagi Qnggo1a parta.i

pol.itikdAJlmasyarakat.

12) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik
eebagaimana dtmaksud pads ayat (11. bantuan keuangan
kepada partai politik juga digunakan untuk operasional
sekretariat partai politik.

(3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dirnaksud
pads ayat 11). antara lain:

PasaJ 16
Penyaluran bantuan kp.lumgan bagi partni politik yang telah
memenuhi pe.rsyaratan adminietrasi dan Lelah menerima basi!

pemcriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran
lx::1jaJao dilaksanakan pada kesempatan pertama

PasaJ 15

(1) Ketua atau sebutan lain pa.rtai poJitik eli Oaerah
menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan
yang disalurkan sebagaimana dimaksud daJoro Pasal 14
keparla Bupati melalui Kcpala Badan Pendapatan,

Pengclolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah
terima bantuan keuangan.
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Pasal19
(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana

dimaksud daJam Pasal17 ayat (2)berkaitan dengan:
a. administrasi umum;
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan o.rsip; dan

d. petneliho.raan pcralatan kantor.

(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan

dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)huruf a antara lain:

a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat
dalam kebidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bemegara;

b. rneningkatkan partisipasi politik dan ini!<i.atif masyaralmt
dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bemegara; dan
c. meningkatkan kemo.ndirian, kedewasaan, dan

mernbangun karakrer bangsa untuk memelihara
persatuan dan kesaruan bangsa.

(2) Pcudidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkaitan dengan kegiatan:
8. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar

Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. pemahaman mengenai bale dan kewajiban Warga Negarn
Indonesia dalam membangun ~tikadan budayn politik;

dan
c. pengkaderan anggllta parta.i politik secare, berjcnja.uKdan

berkelanjutan.

(3) Kcgiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan memperbatikan keadilan dan
kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik
sesuai dengan Paneasila,

(4) Jenis pengeluaran kegiatan penciidikan politik sebaga.i.ma.na
dimaksud pada ayar (11melipute
a. pembayaran honorarium;

b. pembayaran transport kegiatan;

c. akomodasi dan konsumsi; dan
d. pangadaan perlengkapan peserta kegiatan.
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PasaJ20
(1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber

dan APBD bertanggungjawab secara fonnal dan material
atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

(2) Part", politik membuat pembukuan dn.n mcmclihara bukti

penerimaan don pengeluaran alas dana bantuan keuangan.

BAB VITI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTIJAN KEUANGAN

a. keperluan a1at tulis kantor;

b. rapal intemal sekretariat;
c." perjalanan dinas daJarn rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi partai politik;

d. transport untuk mendukung kegiatan operasionaJ
sekretaria t;

e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa:

furniture, komputer, mesin fotokopi;
f. sewa kantor: dan
g. honor tennga administrasi sekretariat partai politik yang

bcrkompcleD di bldang pengeJolaan keuangan.
(3) Kegiatan operasionaJ sekretariat partai politik berkaitan

dengan be:rlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruI b yaitu:
a. telepon, internet dan listrik;

b. air minum sekretariat;

c jasa posdan giro;

d. surat menyurat; atau
e. media cetak dan elektronik

(4) Kegiatan operasionaJ sekretariat partai politik berkaitan
dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimakaud
pada ayar (1) hurufc yaitu:

a. penyimpanan data elektronik; danl atau

b. pr.nyimpanan data numuaJ.

(5) Kegiatan operaslonal sekretariat partal politik berkaitan

dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana
dunaksud pada ayat (11huruf d yaitu:

a. pemeliharaan peralatan elektronik sek:retariat; dan Iatau
b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat,
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Pasal25
(II Laporan pertaDggungjawaban sebagairnana dimaksud daJam

PasaJ 24 disampaikan oJeh Ketua atnu sebutan lain Partai
Politik diDaerah.

Pasal 24

Part.ai palitik wajib menyampaikan Japoran pertanggungjawaban
penertmaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari
dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati
setelah diperiksa oleb Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimane
dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal23

(I) Bag; parlai politik ynng mclanggar ketentuan melewati batas
waktu arau tidak menyerahkan Iaporan pertanggungjawaban

kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak
diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran

berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperilcsa

oleh Badan Pemeriksa Keuanngan.

(21 Pemeriksaan atas loporan pcrtanggungjawaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran

berikumya

Pasal22
Partai politik wajib menyampaikan iaporan pertanggungiawaban
penerimaan dan penge1uaran keuangan yang hersumber dari

dana APBD paling lambat 1 [saru] bulan setelah tabu n anggaran
berakhir kepada Sadan Peme.riksa Keuangan unruk dilakuka.n
pemeriksaan,

Pasa121

(1) Partai politik wajib membuat iaporan pertaDggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yAng bersumber dari

dana bantuan APED.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi rekapirulasi realisast penerimaan dan
belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian
realisasi belanja dana bantuan keuangan parta.i politik per
kegiatan.
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(1) Banruan keuangan kep"'ol'l pa.rtaj politik yllng mcndapatkan

kursi di DPRD haail pemilu pcriode sebelumnya, diberik.an

sampai dengan diresmikannnya keanggotaan DPRD hasU

pemilu penode berilrutnya.

(2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suers partai politik
yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu,

maka dilakukan perryesuaian nil.a.i bantUIm keue.ngan partai

poLitik.

(3) Jumlah baruuan keuangan yang diterima partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung secara
proporsional berdasarkan rerrtang waktu sampai dengan

berakhimya masa keanggotaan DPRD hasil pemilu periode

sebelumnya dalam (lUltU) tahun anggaran periode

berikutnya.

(4) Jumlah banruan keuangan yang diterima partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung seeara
proporsional terhitung mulai diresmikaonya keanggotaan
DPRD hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan si_
waknJ t::lhun angggaran periode berkenaan.

BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

PasaJ 28

Formal sural pernyataan, berita acara ha.sil verifikasi
kelengkapan adrninistrasi, berita acara serah terima bantuan
keuangan dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dala.m Pa.<;al8

ayat (3) huruf g. Pasal 11. PA_l 15 ayat (2) dan Pasal 21

tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dori Peraturan Bupati ini.

Pa$Al27

Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 terbuka untuk dikctahui masyarakal.

Pasal26

(2) Laporan penanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
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BERl1'A DAERAH KABUPA'l'EN OROBOGAN TAl-lUN 2018 NOMOR !iT.

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1-Agustus - 2018

SRJ SUMARN1

Ditetapkan d.i Purwwodadi
pada tanggal

~"Q'~nGROBOGAN.

Pasal30
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati inj dengan penempe.tannya

dalam Berita Daerah.

Pada saat Peraturnn Bupati Grobogan ini mulai berlaku,

Peraturan Bupati Grobogan NOUlOT 19 Tabun :l010 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Poliitik (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomoor 14 Sen E)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Grobogan Nnmor 11 Tabun 2015 tentang
Peru~an I<edua Atas Pero.turan Bupati Grubogan Nomor 19

Tahun 2010 rcntang Bautuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Bcrita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 11)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal29
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